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LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

MOR : 21 TAHUN 2002 SERI: E NOMOR: 13

AN A L | iv AN o

TENTANG
PENGAKTUAN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK /
KESARJANAAN DALAM KEDINASAN BAGI PEGAW AL

KABUPATEN KEBUMEN

NEGERI SIPIL. DI LINGKTUNGAN PEMERINTAH

BUPATI KEBUMEN,

m rangka penertiban penyeclenggaraan

pendidikan dan penggunaan geiar akademik/

kesarjanaan dalam kedinasan Pemerintah telah
menerbiikan:

1). Surat Direkiur Jenderali Perguruan Tinggi
Departemen  Pendidikan dan  Kebudayaan
Republik Indonesia Tanggal 21 Okiober 1997
Nomor: 2259/D/T/1997 Perihal: Larangan
Kclas Jauh;
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. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara
Tanggal 19 Juli 2000 Nomor: K-26-30/V.%-
20/2000 Perihal: Gelar Akademik Yang Tidak
Terakreditasi;

Jenderal Pe; guruan 1inggi

epartemen Pendidikan Nasional Republik
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Indonesia Tann-nql 22 Qpﬂtp}ml\m 2000 Nomor:
2 ’30/“/T/2000 Perihai: Penyelenggaraan Kelas

4). Surat Direktur Jenderal Pc guruan  Tinggi

gu
Depariemen Pendidikan Nasional Republik
Indonesia Tanggal 15 N p@mber 2001 Nomor:
2438/05. 1/’I/T/20m Pm i: Penjelasan Peitye-

lenggaraan Kelas Jauh;

Bahwa berkenaan dengan konsiderans Menimbang
huruf a maka perlu mengatur Keputusan Dupati
tentang Pengakuan Penggunaan Gelar
Akademik/Kesarjanaan dalam Kedinasan bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan t'cmermtan

_abunaten Kebumen

a Seprirveiain AWM Useaiivas,

Undang-undang Nomor 13 Ta

Pembentukan Daerah-daciah K

Lingkungan Propinsi Jawa Tenga
O

Da .
Pemerintah Nom

Sistem Pendidikan Nasionai;

la A

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 icniang
Pokok-pokok Kepegawaian;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah;
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Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang

g & s e ey e
Perubahan atas ailg-duuaug Nomor 8 Tahui

1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

=

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999
didikan Tinggi;

Peratiran Pemerintah Nomor 25 T_h.._n_ 2000
icniang mewenaugm Pemeriniah dan Kewe
Propinsi sebagai Daerah Otonom;

Peraturan Pemerintah Nomor 99 ‘lahun 2000

tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002

Ira ahun
ieniang Perubahan Peraiuran Pemeriniah Nomor 99
Tahun ’?000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai

1’4 ahiiﬁusan Dron;den }Iomcr A/‘ Tah '] 1000 to f'!ﬁlv

. A\\il.lul' A LwOlLr A4 sana P d L\r m115

Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
dan Rentuk R ancangan T Tndapn.unr‘lann

waiiesess BAN S 4 o aal e s =)

Rancangan Peraturan Pemeriniah, dan Rancangan
Keputusan Presiden;

. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
107/M/2001 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
‘linggi Jarak Jauh.

. Keputusan Menteri Pendidikan Nasionai Nomor
178/M/2001 tentang Gelar dan Sebutan Tulisan

Perguruan Tinggi;






Menetapkan

13. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99
Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002
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KEPUTUSAN BUPATI KEBUl\/[EN TENTANG PE-

‘P\T("‘ AI"I’TA\

T PE‘\V‘(‘LT\TA ANT f“F AL ATMMYORATL/
TAusuw g LN INAMAUIN \J N AN ALV

KESARJANAAN DALAM KEDINASAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
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PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal 1

€L GNBaliuLl AU il A\UU

Da ah adalaly l"nkupnfnn um\a;,

Bupati adaiah Bupati Kebumen;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Kebumen;

Calon Pegawai Neg eri Sipil/Pegawai Negeri Sipil
| CLIMYNT

chawal Neszen Sipil/Pegawai Negeri Sipil vang
‘ fyn
Kungar

@
uckcrja di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Kebumen;

Gelar adalah gelar akademik/kesarjanaan sesua

LLEV VDGR jleridedean

dengan ketentuan yang beriaku, meliputi geiar
Strata 1, Strata 2 dan Strata 3;

Kedinasan adalah hai-hal vang berkaiian dengan
administrasi kepegawaian dan atau kepentingan
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Pasal 2

(1) Pengakuan penggunaan gelar dalam kedinasan bagi
PNS diberikan hanya kepada PNS vang telah
memperoich ijasah/gelar dari Perguruan Tinggi/
Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri/Swasta yang
telah diakreditasi dan telah mendapaikan ijin
penyelenggaraan dari Menteri vang bertanggung-
jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat
lain yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku berwenang menyeleng-
garakan pendidikan.

(2) Bagi PNS yang pada saat meilamar menjadi CPNS
telah memiliki/menggunaan gelar yang sah menurut

1

keienivan yang berlaku, maka penggunaan geiar
oleh PNS vang bersangkutan di dalam kedinasan
tidak memerlukan pengakuan dari BDupati.
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Calar vana dinarnlah D
1 wipvivivii g

Pendidikan Luar Negeri, penggunaan di daiam
k a )

kedinasan disesuaikan dengan ketentuan vang
dikeluarkan oieh Pemeriniah.
Pasal 3

(1) PNS yang akan melanjutkan pendidikan untuk
memperoleh gelar, sebelumnya harus memperoleh
Surat Tugas Belajar atau Surat Ijin Belajar dari
seiciah diicrima sebagal mahasiswa.

(2) Surat Tugas Belajar/Surat [jin Belajar tersebut ayat

(1) Pasal ini, tidak boleh disalahgunakan.






(3) PNS yang mengikuti pendidikan tanpa memperoleh

Surat Tugas DBelajar/Surat Ijin Belajar dan PNS
yang mcnyalahgunakan Surat Tugas Belajar/Surat
liin Belajar tersebut ayat (2) Pasal ini, dika-

tegorikan telah melakukan tmd kan indisipiiner,
angH’a PNS vang bprqgngkutan ﬂl tuhi hukuman

-a S a un1 n Avriiiiers

!

disipiin sesuai dengan keieniuan yang beriaku dan
gelar vang diperolehnva tidak diakui  dalam

kedinasan.
Pasal 4
(1) Penggunaan gelar dalam kedinasan yang diperoleh
PNS ebagalmana tersebut Pasai 2 ayat (1)
dilakukan setelah mendapat pengakuan dari Bupati

(2) Pengakuan penggunaan gelar sebagaimana tersebut
ayat (1) Pasal ini, hanya diberikan bagi PNS vang

telah memncroleh gelar dengan cara/prosedur yang

talah momant n'uarnf nnb haowrilyat -«
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Swasta  vang  telah  memenuhi  svarat

b. Pendidikan tidak dilakukan dengan sistem kelas
Jauh dengan berbagai cara atau tidak dilarang
ecara khueue oleh p‘h’l‘ vaneo herwenana:

Viwas LRSS, Uwi vy Wiadiiig,

surai tugas belajar/yjin belajar yang diberikan
oleh atasan vang berwenang;






d. Gelar diperoleh melalui prosedur pendidikan

yang sebagaimana mestinya;
¢. Tidak terjadi pelanggaran terhadap peratura
lain yang beriaku, baik yang dilakukan oich
pithak penyelenggara pendidikan maunun oleh

tha pen maupun
para FINS peseria pendidikan iersebui.
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(3) Suatu gelar yang tclah diityatakan tidak sah dengan
berbagai sebutan oleh pihak yang berwenang dalam
bidang pendidikan, tidak dapat digunakan dalam
kedinasan.

Pasai 5

(1) Pengakuan penggunaan gelar dalam kedinasan yang
telah diperoleh oleh seorang PNS batal apabila
kemudian  diketahui, bahwa  syarat-syarat
sebagaimana tersebut Pasal 4 ayat (2) Keputusan ini
tidak terpenuhi atau bertentangan dengan ketentuan

yang beriaku.

(2) Bagi PNS yang memakai gelar uniuk kepentingan
dinas  sebelum/tanpa mendapatkan  pengakuan
dikenakan hukuman disiplin ~ sesuai  dengan
ketentuan yang berlaku.

(3) Ketentuan tersebut ayat (2) tidak berlaku bagi PNS
yang pada saat melamar me yjadi CPNS telah
menggunakan gelar yang sah menurut ketentuan
vang berlaku sebagaimana tersebut pada Pasal 2
ayai (2) Kepuiusan ini.

~






Pasal 6

(1) Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, bagi
PNS yang sedang mengikuti pendidikan untuk
memperoich  gelar pada suatu  Perguruan
Tinggi/T embaga Pendidikan Tinggi Negeri/Swasta
sesuai dengan ijin penyeienggaraan pendidikan
vang dimiliki dimana vang bersangkutan belum
memiliki ijin belajar sesuai Pasal 3 ayat (1)
Keputusan ini, dapat mengajukan permohonan ijin
belajar paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
diundangkannya Keputusan ini.

(2) Bagi PNS yang telah memperoich geiar yang sah
sesuai  dengan norma akademik dan ijin
penyeienggaraan pendidikan yang beriaku sebelum
diundangkannya Keputusan ini dapat mengajukan
permohonan untuk memperoleh pengakuan gelar di
dalam kedinasan sepanjang diperlukan untuk
kepentingan kedinasan.

Pasai 7
(1) Pemberian pengakuan penggunaan gelar dalam

kedinasan bagi PNS ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

(2) Pengakuan penggun gelar vang sah dalam
kedinasan bagi seorang PNS beriaku untuk
selamanya.
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(3) Pengakuan penggunaan gelar dalam kedinasan bagi
seorang PNS merupakan salah satu syarat untuk
pertimbangan  proses penyesuaian  kenaikan
pangkat/pengangkatan dalam jabatan bagi PNS
yang bersangkutan, sepanjang telah memenuhi

persyaratan lainnya sesuai ketentuan vang berlaku,

fa Gulan s ' Siis Vel

Preal O
Irasdl o

Dalam proses pemberian Surat Tugas Belajar/ Surat
liin Belajar dan pengakuan penggunaan gelar dalam
kedinasan, Bupati membentuk Tim untuk memberikan
pertimbangan yang diperiukan.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintah-

R -
kan pengundangan Kepuiusan ini dengan penem-
patannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.
Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 21 September 2002
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Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2002 Nomor 21 Seri I Nomor 13

pada tanggal 23 September 2002.

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN
Pcm

H. SOEHARDIL SH
Pembina Utama Madya
NIP. 500032375







